Mengapa Menunggu Perppu

EKA-TEKI presiden
akan mengeluarkan per-
ppu atas revisi UU KPK
sampai saat ini tidak terdengar
lagl. Tuntutan sebagian masya-
rakat melalui mahasiswa yang
menolak revisi UU KPK masih

bergaung, dan harapan presi-~

den akan perppu
tetap begitu besar, walaupun
proses judicial review di Mah-
kamah Konstitusi atas revisi UU
KPK masih berlangsung.
Perppu dapat dikeluarkan
presiden dengan mengacu pada
Pasal 22 UUD 1945 yang ber-
bunyi "dalam hal kegentingan
yang memaksa, presiden berhak
menetapkan peraturan peme-
rintah sebagai pengganti un-
dang-undang.”  Mahkamah
Konstitusi kemudian memberi-
kan penafsiran atas Pasal 22
UUD 1945 tersebut melalui
putusannya tanggal 8 Februari
2010 dengan Nomor 138/PUU-
V1Il/2009 yang pada intinya
mengatakan, ada tiga alasan un-
tuk terbitnya suatu perppu. Per-
kebutuhan

masalah hukum secara cepat
berdasarkan undang-undang,
Kedua, undang-undang yang
dibastubkan tersebut betum ada,
sehingga terjadi kekosongan hu-
kum. Ketiga, kekosongan hu-
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datangani presiden. tentu saja
sah sebagai undang-undang dan
merupakan hukum positif. De-
ngan demikian, hal tersebut
mengikat semua pihak.

Idealnya, terlepas adanya ca-
cat legal drafting dalam pem-
buatannya, sebuah UU apabila
sudah merupakan hukum posi-
tif mau tidak mau seluruh ele-
men masyarakat harus tunduk
dan mematuhinya. Adapun
keberatan terhadap isi dari UU
tersebut, judicial review atau
legislative review bisa ditem-
puh.

Masyarakat harus dilatih un-
tuk menyampaikan berbagai ke-
beratan itu dalam koridor yang
sudah diatur, dan harus terbiasa
menunggu proses politik di
DPR untuk me-review sebuah
undang-undang. Walaupun
disadari, jalan mengeluarkan
pendapat di muka umum tetap
d;peﬁ)olehhn undang-undang
sepanjang koridornya ditem-
puh. Penggunaan aspek intelek-

tual dan penyampaian
di muka umum m
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masyarakat yang selama ini juga
sudah diakomodasi oleh presi-
den, berupa diskursus atau te-
laah ahli tentang bagian-bagian
dari UU tersebut yang masih
harus direvisi. Semangat me-
ngawal ini harus tetap dijaga
kalau memang tujuan pe-
nyampaian pendapat yang
selama ini berlangsung betul-
betul untuk penguatan KPK
dalam memberantas korupsi.
Pemerintah dengan DPR pun
sebenarnya harus sama-sama
cepat tanggap terhadap bebera-
pa usulan masyarakat. Komu-
nikasi publik yang selama ini di-
rasa kurang dari DPR ke masya-
rakat harus segera diperbaiki
dan ditingkatkan. Momentum
ini bisa menjadi batu loncatan
untuk memperbaiki kinerja
DPR di bidgng legislasi. Semen-
tara itu, bagi presiden hal itu se-
bagai wujud dari janji yang sela-
ma ini dikumandangkan seba-
gai pemerintahan yang antiko-

rupsi.
syarakat untuk dapat menga-
wasi (kalau pengawasan DPR

diragukan) kinegja KPK dengan
komisionermya yang baru. Peng-
AWASan

KPK bisa melalud

produk-produk hukum interual

yang dibuatnya, apakah aturan
internal mereka akan meng-
hambat pemberantasan korupsi
atau justru memperkuat kiner-
janya. Kemudian harus pula
dibiasakan mengaudit kinerja
KPK dalam penegakan hukum,
dengan salah satunya adalah

due

jadi fokus perhatian masya
rakat.Pendekmhamsdt-

Ketentuan tentang penyidik
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